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PERETURAN DAERAH KABUPATY KONAWE SELATAN
NOMOR: 2 T UN 2010

_ TENTENG
PENDIRIAN PERUSARAAN DAERAH KA3: PATEN EONAWE SELRTAN
DENCAN KAHMAY TURAN Y. NG MAHA ESA
BUPATI KONAWE 1 LATAN

Menimbany : a hahwa dalam npaya mei mgkatkan Peadapatan Hsli Daerah di
Kabupaten Konawe Selatir sebagai usaba menggali potensi smmber
daya alam gquna bkes: hteraan masyarakat maka pendirian
Perusabaan Daerah mery tkanm suatw tuntwtan kebutuhan seswai
dengan kondisi saat ini;

b. bahwa sesnai dengan max \d pada pasal 177 Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 tentang i :merintad Daerah, maka dipandang perin
Daerah memiliki Badan Us: 1a Milik Daerah (BUMD);

¢. bahwa sesuai dengan per :mbangan huruf a dan huref b tersebut
diatas maka dipandang o lu membentuk Peratoran Daerah tentang
Pendirian Pernsahaan Daz :h Kabupaten Konawe Selatan.

Mesgingst  : 1. UndangUndang Nomor 9 Tabun 1959, tentang Pembentokan
Daerah-Daerah Tingkat 7 di Sulawesi (bembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 1959 omor 14, Tawbahan lembaran Negara
Republk Indonesia Nom:: i822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1952 tentang Pernsahaan Daerah
(lembaras Negara Reyw dik Indonesia Tahan 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Ney: 2 Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Updang Nemor 4 Tahun 2003 testang Pembentukan
Rabupaten Komawe (¢ Man di Provinsi Solawesi Tenggara
(lembaran Negara Reor ik Indonesia Tabun 2003 Nomer 24,

~ Tambshan Lembaran Neg :a Republik Indonesia Nomor 4267);

. ot~



Undang-Usdarg KNemor 1: Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundamg-uvi¢ ngar  (lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 X:mor 53, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor < 389);
Undang-Undang. Nomor 32 lzhun 2004 tentang Pemerimtah Daerah
(Lembaran Negara Republk Indomesia Tabun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negar:. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dua kali, terakhir demgan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubaban Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daersh (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Homor 59, Tambaha lembaran Negara Republik Indonesia
Romor 4844);
Undagg-Undang Nomor :% Tahun 2004 teatang Perimbangan
Hevangan antera Pemertab Pusat dan Pemerintah Daerah
(lembaran Negara Reubik Indovesia Tahun 2004 Nomor 126,
fambahan Lembaran Negar, Republik Indonesia Nomor 4438);
. Peraturan Pemerintah MNoior 79 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dar Pengawas.a Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(lemabaran Negara Repui ik Indomesia Tahun 2005 Nomor 165,
~ Tambahan lemabaran Nega a Republik Indonesia Nomor 4593)

. Peraturan Pemerintah Non.or 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusar Pemerintaban amtar: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kaiupaten/Eota (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahwm 2007 N mor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 4 [39);

. Peraturan Daerah Kabupate Eenawe Selatan Nomer 10 Tahnn 2007
tentang Drusan Pemerint:h Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan;



Dergan Persetujuan B :sama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN Il BUPATEN KONAWE SELATAN

dan
BUPATI EONAWE I LATAN
MEIMUTCSERY

Menetapkan: PERATURAN DAEREH TENTA ‘6 PENDIRIAN PERUSAHAAN DAEIRAH
KABUPATIN-EONAWE SELAT:A]

BAB 1
KETENTUAN U& M
Pasal |

Dalan Peratnran Daerah ini va g dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupatc : Konawe Selatan;

Daerah adalah Daerak Kabu )aten Kenawe Selatan;

Bupati adalah Bupati Konav e Selatan;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

afafab.Dewan Perwakilan | akyat Daerah Kabupaten Kenawe Selatan;

3. Seiretaris Daerab adalah Sekretaris Daerah Eabupaten Konawe
Selatan;

§. Pernsahaan Daerab- ada'ah - selanjutnya disingkat PD adaleh
Perosahaan Daerah Kabupa: :n Kenawe Selatan;

1. Direksi adalah Direksi Peru, ahaan Daerah Kabmpaten Konawe Sefatan;

8. Direktur adalah Direktnr Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan;

9. Baflan:Pengawas. adalah B:jan Pengawas Perusabaan Daerah Komawe
Selatam;

10. Pegawai adalah Pegawai P rusabaan Kahupaten Konawe Selatan;

11. Rencana Kerja dan Kagga:an Pernsahaan adalah Reacana Kerja dan
Hnggatan Perusabaan:Bacr - (PD);

- po

12. Pembinean afalah kegizan wntnk memberikan pedoman bagi
Perusahaan Daetsh (PD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pergéndaliae dengan makmd agar Pernsahaan Daerah (FD) yang
bersanhutan dapat mek ksapakan tugas dan fungsinya secara

berdaya quna dan berha:il guna serta dapat berkembang dengan
haik




13. Pengawasan adalah sefurn: proses kegiatan penilaian terbadap
Perusabaan, Darab (D) den an tojuan yang telah ditetapkan;

14. Pemeriksaan adalab kegiats: yang menilai Perusahaan Daerah (PD)
dengan cara membapdingian amtara keadaan yang sebemarnya
dilaknkan baik dalam bidan: kemangan manpun dalam bidang teknis
operasional.

BAB I1
PENDIRIAN PERUGSE HAAN
Pasal 2

Perusahaan Daerab ini didirikan berdasarkan Peraturan I« rah Eabupaten Konawe Selatan

BAB I
ANCCARBN DES iR

Pasal 3

{I) Perusabaan Daerah {PD} sebagaimana dimaksud s am pasal 2 adafah Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) yang mempunyai togas dan wew mang untuk menyelenggarakan hegiatan
didalam wilayah kefjanya sesuai dengan perataran g tndang-undangan yang berake;

{2) Perusabaan Daerah melakukan kegiatan usaba-us hanya berdasarkan ketentoan-ketentuan
gebagaimana distor dalam Perataran Derab ini deayn memperbatikan peraturan perandang-
uzdangan yang berlakm;

(3) Dengan tidak mengurangi ketentian-ketentuan dalam Peratoran Daerah ini, terhadap Perusatiaan

Daerah (PD)- diberlakmksn perattran perurdang-mndargan yang berlaku dalam Negara Republik
Indonesia.

BAB IV
YEMPAT EEDUDUKAN DAN : RNGEA WRETU
Pasal 4

(1) Eanter Pusat Perusahaan Daerah (PD) Kabopaten Konawe Jelatan didirikan dan
berkedndukan 4 Ibukota Kabapaten Konawe Selstam;

S R G T



A2} Perusabaan:» . +Daeralii:: !imawe* - Selgtan  dapst  membuka  Ramtor-kamter
cabang//penibziti perwakilansdar’ init-usabasjese lainaya sepasjang. memongkinkan. yang
ditetapkan: olel Diveksi: déngiﬂapmetumnkadan Pengawas. dan-diketakui. oleh: Bupati:

Pasal §

aar Daeroh Kabupiten Konawe Selatan diberikan jagka waktn yany tidak ditentokan.
. BBV
SIFAT, MAKSUD DAV (UJUAN
Pasal §:

lfniqﬁﬁlla dari’® Pmsahaan Baerah m!nyedlahn elayanan bagi kemanfaatan uitam dan

pelayanan’ jasa gm pemnghian penanaman meial dan sekaligos - memupk keuangan
herdasarkan prinsip:pexgelolaan. Pemxahaan Daemh

@ uaxsndremahm Daerah &dalah.

yeletgarak usaha dlludang indugtyi perla lbangan gma meningkatkan penanaman

berperan setta da!am pemhangunan perginnm ian daerah, mempetlnas  pemerataan
pembangupas -dan basil-hasiloya termasuk meﬁpez s kesempatan berusaba dan lapangan
kerjay

) Tujtan Perusabaas Daeral adalah turut  sertd" men bangmn ekonomi daerah bhumsya dela
Tangka:: mla.ksanm rogeam. \pembangunan: daerab dibidang penanaman modal. / -industri
mélalu paya. mmmpmumhnhm didaetah, memhenm kemedahan: da!am kegiatan-
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(5) Untuk mencapai maksud dan tojuan sebagai iama ayat (1) pasal imi, pengelolaan dan
pembinaan Perusabaan Daerab (PD) Kabupaten fomawe Selatan dilakukan berdasarkan asas
ekonomi perusabaan demgan prinsip efisien lan efektif serta kegairahan kerja dalam

perusahaan.

BAB V3
EEGIATAN DAN PENGE! IBANGAN USAHK

Pasal
Untok mentapai maksad dan tujuan Perusabaan Daera;. sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,

Perusahaan Daerah menyelenggarakan kegiatan pada s:mna bidamg usaka sesvai dengan potensi
faerah Eabupaten Kcnawe Selatan.

Pasal {

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam mencipai maksud dan tojnan Pernsahaan Daerah
sebagaimana dimaksnd dalam pasal 6, maka berd:sarkan kebijakan pengembangan Perusahaan
Daerab dapat :

(1) Melakukar kerja sama usaba atau patungan (joi - venture) dengan badan usaha laim;
(2) Membentuk anak Pervsahaan Daeral;
(3) Melakukan penyertaan modal dalam badan vsaba lain yang terkait dengan hidang usahanya.

BAB Vi:
WILAYAH I ERJA

Pasal .

(1) Wilayah kerja Perusahaan Daerah melipati selure1 wilayan Eabnpaten Konawe Selatan;
{2) Perobahan atas Wiayeh Kerja Sebagaimama dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Pernsahaan Dasrah.



BAB ViI
MoODiGL

Pasal ¢

{1) Modal Perusahaan Daerah berasal dari penyertaa: modal daerah kepada Perusahaan Daerab;

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud paca ayat (I) berwpa tamah, bangusan dan
kelengkapannya dan atan berupa uang;

(3) Bentuk dan jemis besaran pemyertaan modal Per: sabaan Daerah sebagai mana dimaksud pada
ayat (2) pasal ini diater dalam Peratoran Dac ab temtang penyertaan modal daerah dalam
pendirian Perusahaan Daerak;

(4) Pemerintah Daerah dapat melaknkan pemambaian modal kepada Pervsahasn Daerab yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerab; _

(5) Perusahaan Daerab merupakan kekayaan daeral yang dipisabkan dari Anggaran Pendapatan
Belania Daerah Kabupaten Konawe Selatan davy t dak terbagi atas saham-sabam;

(6) Penyertaan modal dari pibak ketiga dimangkinka | Sepanjang sesudi dengan peraturan
permndang-undangan yarg berakn.

Pasal 1!

Semua alat-alat liknid yang tidak segera diperfukan sleh Pernsahaan Daerah disimpan dalam hank
sesnai dengan kefentuan peraturan permndang-nndancan yang berleku.

BAB I'.
PEMBIN; AN
Pasal (2
(1) Bopati melakukan pembinaan dan pengawasan s:cara umnm terhadap Perusabaan Daerab;
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dim sud ayat (1) dilskukan dengan menetapkan
kebijakan pengembangan usaha;
(3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arch dalam mencapai tujuan Perusabaan Daerah,
baik menyangkut kebijakaz investasi, pembiayzan nsaha, sumber pembiayaannya, penggunaan
hasil nsaha Pernsabaan Daerah dan kebfjakan p:ngembangan usaba lainnya;
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Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (!} dilakukan dengan memberikan pedoman bagi
Direksi dan Badan Pengawas dalam menjalankan tegiatan operasional Perusahaan Daeral;
Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (<) pasal ini disusun berdasarkan kebijakan
pergembangan usaha sebagaiman dimaksud pada ayat (2);

Bupati sewaktn-waktn dapat meminta keterangan dari Direksi dan Badan Pengawas.

Pasal 1.

Bupati tidek bertanggang jawab atas segala akibit yang ditimbulkan oleh perbnatan hukum
Pernsahaan Daerah dan tidak bertanggung jawab at:: kerugian Pernsabaan Daerah melebihi nilai
kekayaan daerah yang telah dipisabkan ke dalam Pen :abaan Daerah, kecuali apabila :

{1

@
8

(h

©)
@

m
@)

Bupati baik langstng maupun tidak langsumg d-agan etikat buruk memanfaatkan Pernsahaan
Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi;
Bupati terlibat dalam perbuatan melawan huku:n yang dilaknkan Perusabaan Dacrah atau;
Bupati langsung manpun tidak langsung sece a melawan bukum meuggunakan kekayaan
Perusahaan Daerah.
BEB X
DIREKSI
Bagian Pert ma
Kepengurnsan dar  ersyaratan
Pasal 11

Xepengurusan Perngahaan Daerzh dilakakan eleh Direksi;
Direksi pada Perusahaan Daerah terdixi dari seor ng Direktur,
Berdasarkan perkembangan Perusahaan Daerak : apat diangkat lebih dari seorang Direktur
Jamlah amggota Direksi sebagaimana dimaksnd jiada ayat (1) paling banyak 4 {empat) orang
dan seorang diangkat sebagai Direktur Utama

Pasal 1

Direksi diangkat cleh Bupati yang berasal dari s vasta atas usol Badan Pengawas;

Dalam ha! calon Direksi sebagaimana dimaksnd ;ada ayat (f) bukan berasal dari swasta maka
vang bersangkutan harns melepaskan terlebib da.aln status kepagawaianeya;



Pasal §

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus - emenubi persyaratan sebagai berikut :

1.

o o pa

12.

13.

14,

{

@

Warga negara Indonesia;

Bertaqwa kepada Tehan Yang Maha Esa;

Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 194"

Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah k publik Indenesia;

Tidak pernab terlibat langsung maupun tidak lu jsang setiap kegiatan yang memghianati
Kegara Eesatnan RI ;

Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dai jangsa terntama pada pemerintah daerah;
Tidak dicabut hak pilinya berdasarkan keput:: 1 pemgadilan;

Sehat jasmani dan rohan; |

Jujor dan berwibawa; '

Dintamakan mempunyai pendidikan sekurang-hé,_ngnya Sarjana (SI);

. Mempunyai pengalaman kerja minimal Sllxmxx tahun diperesahaan yang dibuktikan demgan
surat keteraagan (referenst) dari perusahaan umnya dengan penilaian sebelnmnya dengan

i

penilaian haik ;
Membuat dan menyajikan proposal tentang vis:, isi dan strategi perusahaan;

Tidek terikat hubngan kelnarga dengan Bapet: sampai dengan derajat ketiga baik menarat
garis luros mampan kesamping termasuk menact dan ipar

Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana diy ‘ksud ayat (2) pasal 15 peratoran daerah ini
ditetapkan oleh Bupati, '

Pasal :!

Jika bubungan keluarga sebagaimana dimaks: 1 pada ayat (I) pasal 18 terjadi sesudah
pengangkatan anggota Direksi maka anggota I reksi tersebut harus mengajukan permohonan

_kepada Bupati atan dapat melarjutkan jabatanny i

Permohoran kepada Bupati sebagaimana dimaks: 4 pada ayat (1) diajnkan dalam jangka waktu
paling lambat 1 (sate) bulan sejak terjadinya bn ongan ketja;



©

@

)

Enggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ay:: {1) pasal 16 dapat melanjutkan jabatannya
sampai dikeluarkannya keputusan Bapati bagi «n :gota Direksi tersebut dapat atau tidak dapat
melanjutkan jabatan;

Kepntesan Bupati sebagaimana dimaksud pada  rat (3) diberikan dalam jangka waitu paling
lambat 2 (dua} bulan terhitung sejak permofi nam sebagaimana dimaksod pada ayat ()
diajokan;

Dalam hal keputusan Bupati belum dikeluarkws dalam jangka waktn sebagaimana dimisud
pada ayat (4) Bupati dianggap memberikan kepu: 1san bahwa angota Direksi dapat melanjutkan
jabatannya. '

Pasal i

Direksi tidak dibenarkan memangkn jabatam ramg.: @ sebagaimana diatux sebagaimafngep;ebﬂt
dibawah ini ; |

()

@
)

M
@

(M
@

®)

Bnggota Direksi di Badan Usaha Milik Daerad | ‘UMD) atau perusahaan lainnya atau jabatam
lain yang berhubungan dengan pengelofaan Per:s thaan Daerak;
Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalai: nstansi/lembaga pemerintab;
Jabatan lain sesnai ketentuan dalam Peraturcn Daerab dan-hetentuan peratpran perurdang-
indangan yang berlaky;

Pasal {:

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direis ditetapkan dalam Eeputusan Bupati
Bpabila dalam 2 (Dma) tzhwn berturat-twrn: Jireksi tidak mampu meningkatkan kemerja
Pernsahaan Daerah, Bupati dapat mengganti dap- . Direksi;

Bagian ¥ tua
Masa Jahatii. Direksi

Pasa: - 0
Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 3 (Yiga) Tahan ontuk 2 (dua) kali masa Jabatam;
Pengangkatan untnk masa jabatan beriketnv: sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
apabila Direksi terbukti mampn meningkatkan i exja Pernsahaan Daerab;
Anggota Direksi dapat diangkat dengan batas :1: 1 maksimal 60 (enam pulah) tahun.

10



Bagian Yo :ga
Tugas dan Wew-i .ng Direksi

Pasal : i
Direksi dalam mengelola Pernsahaan Daerab mempui.y i tugas sebagai benkut :
(1) Memimpin dan mengendalikan serina kegiatan F: rusahaan Daerab;
{2) Menyampaikan rencana kerja 3 (Tiga) tahunar ¢ m rencana kerja anggaran Pernsahaan Daerah
tabunan kepada Badan Pengawas untuk mendap: kan pemgesaban;
(3) Melakukan permbzhan terbadap program kera setelah mendapatkan persetujuan Badan
Pengawas,
(4) Membina pegawai;
{5) Mengarus dan mengelola kekayaan Perusahaan : aerab;
(6) Menyelengyarakan administrasi omom dan kena ja;
() Mewakili Pernsahaan Daerah baik didalam maiy @ diluar pengadilan;
(8 Menyampaikan laporan berkala mengemai sali: h kegiatan termasuk nmeraca dan perhitungan
laba rugi kepada Badan Pengawas.
Pasal . 2

Direksi dalam mengelcla Perusabaan Daerah mempuiiy i wewenang sabagai berikut :

() Mengangkat dan memberhentikan pegawai daz { naga kezja lainnya;

(2) Mengangkat, memindah tngaskan dan memberhe: tikan pegawai dari jabatan dibawah Direkss;
(3) Menetapkan besaran gaji, tunjangan dan jasa ) -oduksi pegawai dari jabatan dibawah Direksi

dan tenaga kerja lainnya sesuai dengan ketentn n yang herlakn;

(4 Menandatangani ikatan bukum dengn pihak fain

{5) Menetapkan peraturan perugahaan;

(6) Menandatangani neraca dan perhitungan laba w ji.

Pasal ;'3
Direksi memeriukan persetnjaan dari Bupati atan pert mbangan Badan Pengawas dalam hal-hal :
(1) Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama o:iha dan atau pinjaman yang mungkin dapat
berakibat berlmrangnya asset dan membebani a: ggaran Perusahaan Daerab;
(2) Memindahtangankan, menghipotekkan atan o:mggadaikan bemda bergerak dan atan tak
bergerak milik Pernsahaan Daerah;
11




(3) Penyertaan modal dalam perusahaan fain.
Pasal

(1} Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan Daec: : sebagaimana dimaksnd dalam pasal 21:

2 Direktur Utama dapat bertindak untuk da: atas nama Direksi berdasarkam persetujuan
anggota Direksi Jainnya;

b. Para Direktar berhak dan berwewenang bcr ndak untok dan atas nama Direksi masing-
maging untuk bidang yang menjadi tngas den wewenanguya;

{2) Bpabila salah sate atan beberapa anggot: Direksi berhalangan, tetap menjalankan
pekerjaannya atau apabila jabatan terluang perg atinya belum diangkat atau belum memangkm
jabatannya, maka jabatan tersebut dipangke !eb anggota Direksi lainmya yang ditumjuk
sementara oleh Bupati atas pertimbangan dari s ian Pengawas;

(3 Dalam jangka waktu paling lambat dna bulan t dhitung sejek terjadinya keadaan sebagaiman
dimaksed pada ayat (2) Bupati atas usulan da: Badam Pengawas menunjuk amggota Direksi
yang barz untuk memangkn jabatan yang terloy ; dalam sehagaiﬁan dimaksud pada ayat (2);

{4 HEpabila semva anggota Direksi berhalangan t iap menjalankan pekerjaannya atan jabatan
Direksi terluang selurnbmya dam belom dia gkat, maka sementara waktn pengurusan
Perusabaan Daerah dijalankan Pelaksana Tugas - ing ditunjuk Bupati;

() Dalam menjalankan tugas dam kewenangan scb gaimana dimaksud dalam pasal (21) buref g
Direlsi dapat melaksanakan sendin atan memb: knasa kepada :

a. Seorang atan heberapa orang amggota Direks: atan
b. Seorang atan beberapa orang pegawai Per abaan Daerah baik sendiri maupun bersama-
sama; atam
¢. Orang atau badan lain yang khusog ditupjuk antuk hal-bal tersebut.
Pasal 5

Bnggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal ©i ayat (5) horuf a, tidak berwenang mewakili

Pernsabaan Daerah :

{I) Terjadi perkara didepan pengadilan antara Pern: thaan Daerah dan Direksi yang bersangkntan;

(2) Hnggota Direksi yang bersangkutan mempu:ai kepentingan yamg bertentangan demgan

% kepentingan Perusabaan Daerab.

12




Paszl 26

Rapat Direksi

(1) Rapat Direksi diselenggarakan sekorang-kurarg ya ! (Satu) bulan sekali;

(2} Dalam rapat sebagaimama dimaksud pada a-at (1) dibicarakan hal-hal yang herhnbungan
dengan Peruszhaan Daerah (PD) sesuai demgaa .ugas, kewenangan dan kewajibanya;

(3) Xeputusan rapat Direksi diambil atas dasar mu yawarah untek mofakat;

(4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka k: putusan diambil berdasarkan suara terbanyak

(5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pas:l 1

(1} Remcama kerja 5 (Tiga) tahmnan sebagaimars dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sekurang-
knrangnya memuat :

Evalnasi Pelaksanaan rencana jangka Panc g sebelum;

Posisi Perusabaan Daerah pada saat Pern: ¢ aan Daerah memyusun remcana jangka pamjang;

Asumsi-asamsi yang dipakai dalam penyu:: :am rencana jangka panjang;

Penetapan sasaran, strategi kebijakan di: gregram kerja remcana jamgka panjang beserta

antar keterkaitan unsnr-uasnr tersebat

o n oo

() Remcana kerja sebagaimana dimaksud pal: ayat (1) vamg berkaitan demgan rencana
pengelolaan berpedoman pada RPJP dan RP[N . sbupaten Eonawe Selatan;

(3) Rencama Herja 3 (Tiga) Tahun yang tely ditanda tamgani bersana Badam Pengawas
disampaikan kepada Bepati disabkan untuk ciionsolidasikan dengan RP[M Kabupaten Konawe
Sefatan dan disahkan oleh Bupati

(4) Pengesahan oleh Bupati sebagaimana dimai::d pada ayat (3) dilakukan setelah dibahas
bersama dengan instansi terkait.

Pasai .8

(l}b Rencana Kerja dan Aanggaran Pernsabaan Dact b sebagaimana dimaksed dalam pasal 21 ayat
(2} sekurang-knrangnya memuat :
2. Rencana Kerja Perusabaan Daerab;
b. Anggaran Perusahaan Daerab;
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k _ ¢. Proyelsi kenangan pokok Perusabaan Daeral;

3 4 Ha-bal yang memeriukan pengesabian cleh Bu ati.

{2) Rencana kerja dan amggaran Perusahaan Daerai sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Bopati melalni Badam Pengawas paling lambat 3 (tigs) bulan sebelum berakhimya
tahun boku untok memperoleh pengesahan;

(3) Rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daeral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
berkaitan dengar peagelolaar kawasan indus7i disusun dengan pedoman pada REPD

Kabupates Konawe Selatan;

@) Rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerab - shagaimana dimaksed pada ayat {1) disahikan
oleh Bopati selambat-lambatnya tanggal 31 {tig:  cluh satn) sebelun tabun herjalan;

() Dalam bal rencana keja dan anggaran Perusciaan Daerab sebelum disabkan oleb Bupati

sebagaimana dimaksnd pada ayat (4) maka ren-ara kerja dan anggaran Pernsabaan Daerah
tersebut dianggap sah untek dilaksanakan sep gjang telsh memenuhi ketentman tata cara
penyusunan rescana kerja dan anggaran Permsan: n Daerah; {

(6) Permbahan rencasa kerja dan anggaram Perusik:an Daerah dafam tahun bukn yang sedang
berjalaz disampaikan kepada Bmpati nnfnk menca atkan pemgesahan;

(1) Pengesahan rencana kerja dan anggaran Pernsal :an Daerabtermasuk perubahamnya diberikan
oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Bada: Pengawas.

a Bagian Eeen sat
Penghasilan dan Hzk-hak Direksi

Pasal ¢

{1) Perghasilan Direksi terdin dari
a Gajj;
b. Tonjangan;
¢. Jasa Produksi

() 6aji sebagaiman dimaksud ayat (I) huref a. ditetapkan oleh Bupati demgan memperbati
kemampuan Pernsahaan Daerah;

(3) Jenis dan besarnya tamjangan sebagaimana dimasud ayat (1) hurf b ditetapkan oleh Direksi
berdasarkan ketentuan yang berlakn.
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Bagian Eel: na
Cuti dan Perjalar mn Dinas

Pasal 3~
{1) Direksi memperoleh bak cuti sebagai berikut :
3. Cuti tahunap selama §2 (dva belas) han kerj: ;
b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) buia: untuk setiap 1 kali masa jabatan;
t. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan entwk dir ktris;
d. Cuti alasan penting;
e, Cofi sakit
() Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayz: (1) burwf a, b dan ¢ dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan Bupati atan pejabat yany litunjuk
(3 Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ay: : (1) huref @ dan e dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan Badan Pengawas;
(4) Direksi selama melaksanakan hak cuti mendapatic « penghasilan pensh dari Perusahaan Daerab;
(5) Direksi yang akan melaksanakan dinas kehvar neg: i barus mendapat izin dari Bupati

Bagian Eeciam
Pemberben jan

Pasai .|

(1) Direksi dibethentikan dengan alasan :
a. Masa Jabatannya berakhir,
b. Meninggal dunia
(2) Direksi diberbentikan dengan Alasan :
Atas Permintaan Sendiri;
Karena mencapai usia 60 (enam puluh } fabv
Karena kesehatan sehingga tida_k dapat mela sanakan tugasnya;
Tidak melaksanakan tmgasnya sesuai dengan program yang telah disetajui;
Terlibat dalam tindakan yang mersgikan Pe: sabaan Daerab;
Diihukum pidana berdasarkan putusan penga-iilan negeri yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

™ e P = P
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Pasal 3:.
{l) ZHpabila Direksi diduga melakukan salab satu perb- atan sebagaimana dimaksud pasal 31 horuf
¢, d dan e Badan Pengawas segera melakmkan pe)i miksaan terbadap yang bersangkntan;
(2) Bpabila berdasarkan basil pemeriksaan terbads; Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepa: a Bupati.

Pasal 33

(1) Dalam waktn paling lama 12 (dva belas) b i kerja setelah memerima laporan hasil
pemeriksaan dari Badan Pemgawas, sebagaimaii: dimaksud pada pasal 32 ayat (2), maka
Bupati harus mengeluarkan :

a  Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebag i Direksi bagi yang melakukan perbuatan
dalam pasal 31 ayat (3 4 dan 5); '

b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian seme; tava sebagai Direksi bagi Direksi yang
melaimkan perbuatan dalam pasal 31 huruf e;

(2) Keputusan Pemberhentian terhadap Direksi yanc idak melaksanakan tugasnya sesuai dengan
program kerja yang telah disetujui sebagaimana ; naksnd pasal 31 ayat (2) burnf d ditetapkan
sefelah Direksi yang bersangkutan diberikan kc:empatan wntnk memberikan penjelasan /
keterangan secara tertulis;

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada aya satn diberitabukan secara tertnlis kepada
anggota Direksi yang bersangkutan digertai alasi alasan yang menyebabkan tindakan ita.

Pasal 34

(1) Selambat-lambateya dalam waktu | (satn) bulan sesudah pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksod pada pasal 33 ayat (1) : uruf b Badan Pengawas harus mengadakan
sidang, dimana anggota Direksi yang bersangkuta; diberikan kesempatan antuk membela diri;

(2) Pembelaan diri sebagaimana dimakdud ayat (1) lisampaikan oleh Direksi yang bersangkutan
secara tertulis kepada Bupati melalai Badan Peng: was, .

(3} Selambat-lambatnya dalam wakin 2 (dna) bulan :>sudah sidang Badan Pengawas sebagaimana
dimaksnd pada ayat (1) pasal ini, Bupati meneta; kan lebih lanjut status anggota Direksi yang
bersangkutan yaitn :

a. Diberhentikan seterusnya; atan
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b. Dibatalkan pemberhentian sementaranya

Bupati merebabilitasi amggota Direksi yamg pcnberbentian sementaranya dibatalkam atau
menjadi batal baik karena Bupati tidak member tahukan kepntusammya terbadap usul sidang
Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

Pasal o¢
Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksvi pasal {9 huref a, b dan ¢ diberhentikan
dengan hormat; :
Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimabs-1 pasal 19 kuraf d, e dan f diberhentikan
tidak dengan hormat;
Direksi yang diberhentikar sebagaimana dimais d pasal 19 harof b diberikan wang duka
sebesar J (tiga) kali penghasilan yang dite ma pada balan terakhir juga diberikan
penghargaan yang besarnya ditetapkan secara prc sorsional sesuai masa jabatanuya;
Direksi yang diberhentikan sebagaiman dimaksu( pasal 19 harof ¢ selain diberikan nang
pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bnlan terakhir juga diberikan
nang penghargaan yang besamya ditetapkan seca: t proporsional sesuai masa jabatannyz;
Direksi yang diberkentikan karena habis mecs jabatannya dan tidak diangkat kembali
diberikan vang penghargaan sesnai dengan kemawm nan Perugabaan Daerah.

Pasal 36

Paling lambat 3 {tiga) belan sebelum masa jabatar Direksi berakhir, Badan Pengawas sndah
mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 31

(1) Bnpati memgangkat Pelaksanaan Tngas (PLT), «jabila Direksi diberhentikan sebelnm masa

jabatannya berakhir;

(2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan teputusan Bapati untok masa jabatan paling

lama 3 (tiga) bulan.
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BAB X1
BADAN PENGE ¥AS

Bagian Pertar a
Pengangkata:

Pasal 33

Pada Pernsahaan Daerah dibentuk Badan Pengawa: yamg diangkat oleh Bmpati;

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat {1) berasal dari orang yang profesional sesvai
dengan bidang nsaba Perusabaan Daeral;

Untuk diangkat sebagaj Badan Pengawas harus rre nennhi persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia;

Bertagwa kepada Toban Yang Maba Esa

Memprnyai moral dan akhlag yang baik;

[ 2o L

Sehat jasmani dan robani;

Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintal: Republik [ndonesia;
Mempuryai wakta yany cukup;

Mempunyai pengalaman keahlian dibidanguya minimal § (lima) tahem;

- I

Tidak terikat hubngan kelnarga dengan Bupat ataw amggota Direksi atan demgan anggota
Badan Pengawas laitnya sampai dengan der:iat ketiga baik menurnt garis Inrus mawpun
kesamping termastk menantn dan ipar;

Pergangkatan Badan Pengawas sebagaimana din sud ayat (2) ditetapkan dengan Eeputusan
Bapati.

Pasal 3¢

jumlah Badan Pengawas paling bamyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi
ketna merangkap angyota;

Badan Pengawas dari unsmr-unsur SEPD yang prciesional dan instansi lain yang kegiatannya
herhubungan dengan Perusahiaan Daerah atan pejc 1at lain yang dinsulkan oleh Bupati.

Pasal ‘U

Badan Pengawas diangkat paling bamyak 2 (dea) :ali masa jabatannya;
Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;
18



{3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali di} kukan karena :
a. Mampu mengawasi Pernsahaan Daerah sesuai d' ngan program kerja;

b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar ’ernsabaan Daerah mampu bersaing dergan

perusahaan lainnya;
¢. Mampn memberikan pendapat mengenai peluan¢ usaha yang menguntungkan dimasa yang
akan datang.

Bagian Kedna
Tugas dan Wewenang Bad m Pengawas

Pasal 41
Badan Peegawas mempunyai tugas sebagai berikut :
(1) Mengawasi kegiatan operasional Perusabaan Daerah:
() Memberikan perdapat dan saran kepada Bupati ‘erhadap pengangkatan dam pemberhentian
Pireksi;

(3) Memberiken pendapat dan saran kepada Bupati te hadap program kerja yang dilakukan oleh

Direksi; .
(4) Memberikan pezdapat dan saran kepada Bupati teri adap Laperan Nerava dan perhitungan laba
rogi;
(5) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati ata kinerja Perusahaan Daerah.
Pasal 42

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai bexikut
(1) Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak nelaksanakan tugas sesuai demgan program
kerja yang telah disetujui;
{?) Memexiksa Direksi yarg didega mémgihn Perusah: an Daerah;
(3) Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Pernsabizin Daerah;
(4) Meserima atan menolak pertauggung jawaban kcnamgan dan program kerja Direksi tahun
berjalan.
Pasal 47

Badan Pengawas melaporkan pelaksanaan tngainya ke ;éd,a Bupati secara berkala dan sewaktv-

waktn apabila diperinkan.
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Pasal 4+

Anggota Badan Pengawas tidak dibeparkan memiltki ¢ pentingan yang bertentangan demgan atan
menganggu kepentingan Perusahaan Daerab.

Bagian Ket:g
Penghasilan Badan } 'ngawas

Pasl 4

Badan Pengawas karena tugasrya menerima honorarigm

{

@

4

@
6)

(1)

Pasal 45
Eetva Badan Pengawas menerima bonorarium ehesar 40 % (empat pulvh persen) dari
penghasilan direktor Utama;
Sekretaris Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lia persen) dari
penghasilan Direktur Utama;
Hnggeta Badan Pengawas menmerima honorariu:  sebesar 30% f{tiga pulth persen) dan
penghasilan direktar utama;
Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setizp tahen diberikan jasa produksi;
Semua biaya yang diperiukan dalam rangka pelz sanaan tugas Badan Pengawas dibebankan
kepada Perusabaan Daerah dan secara jelas dmuat dalam rencana kerja dan amggaran
Perasahaan Daerah.

Bagian Eeesmjat o
Pemberktertian Bader Pengawas

Pasgl 41
Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
Atas permintaan sendiri;
Meninggal dunia;

@
B
@
(5)
®

Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksana.an tugasnya;

Tidek melaksanakan tugas dan kewenangannya;

Terlibat dalam tindakan yang merngikan Pernsaha n Daerab;

Dilokum pidana berdasarkan patnsan Pengadila: Negeri yang telah mempunyai kekuatan
hnimm tetap. '
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Pasal 48
Bpabila Badar Pengawas diduga melakukan salah - atn perbuafan sebagaimana dimaksud pasal

47 ayat {34 dan 5), Bupati segera mefakukan peme ksaan terhadap yang bersanglmtan;
Epabila berdasarkan hasil pemeriksaan awa! seb:gaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
cukup bukti awal, maka Bopati memberitahukan te itang rencana pemberhentian secara tertulis
kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkuts i;

Dalam waktu selambat-lambatnya | (satw) bulan ejak pemberitshuan rencana pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badar Pengawas yang bersamgkutan diberikan
kesempataz untuk memberikan penjelasan/ketera igan atau pembelaan diri secara tertulis
kepada Bupati;

Berdasarkan penjelasan/Xeterangan atan pend: laan diri darii Badan Pengawas yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud pada eyt 3) Bupati memerintabkan melakukan
pemeriksaan lanjutan; |

Apabila berdasarkan basil pemeriksaan, Badan Pen;awas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
terbukti melakekan perbuatan yang ditndubkag, B pati paling lama 12 (dua belay) bari kerja
segera mengelnarkan Kepntusan Bupati tentang pe: berhentian,

Bupati mengeluarkan Reputusan pemberhentian z:1 igai Badan Pengawas yang dihukum pidana
berdasarkan Putusan Pemgadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukmm tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal 47 Pex: turan Daerab ini.

Bagian Eelim:
Ketentoan lain- ain

Pasal 49

Hpabila Badan Pengawas diduga melakukan perbn:tan sehagaimara di maksnd dzlam pasal 41
huref e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terkadap yang bersangkutan.

Apabila berdasarkan basil pemeriksaan sebagainana dimaksud ayat (1), Badam Pengawas
terbukti melakukan perbuatan yang ditzduhkan, Bipati paling lama 12 (dua belas) hari kerja
segera meageloarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan
Pengawas dan diberitahokan secara tertulis kepaca yang bersangkntan disertai alasan-alasan
yang menyebabkan tindakan ita.
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Dalam waktu selambat-lambatnya | (satu} bulan sej k pemberitabuan kepntusan pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud ayat (2), Badar Pemgawas yany bersangkutan diberikan
keseupatan untuk membela dini;
Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (3) disimpaikan kepada Bupati dan disampaikan
secara tertulis;
Berdasarkan pembelaan diri sebagaimana dimaksu: ayat(4) Bupati menetapkan lebih lanjut
statns anggota Badan Pengawas yang diberbentikan sememtara tersebnt yaite :
a Diberhentikan seterusnya ; atan
b. Dibatalkan pemberhentian sementaranya;
¢. Bupati barms memberitshukan keputusannya ecara tertulis kepada anggota Badam
Pengawas yang bersamgkutan, jika pember: ahman tentang pemberhentian itn tidak
dilaimkan maka pemberhentian sementara angjota Badan Pengawas dimaksud menjadi
batal.
Bupati merehalibitasi Badan Pengawas yang pem serbentian sementaranya dibatalkan atan
menjadi batal karena Bupati tidak memberitatukar kepetusamnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (5);
Kedndukan sebagai anggota Badan Pepgawas b rakhir dengan dikelwarkammya keputnsan
pemberhentian oleh Bupati.
Pasal 50

Rapat Badan Pengawas diselenggarakan sekmrang-r-angnya 3 (tiga) bulan sekali;
Dalam rapat sebagaimapa dimaksnd pada ayat i) dibicarakan hal-bal yang berhubungan
dengan Pernsahaan Daerah sesnai dengan tugas, ke: enangan, dan kewajiban Badan Pengawas;

{3} Kepntusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasi - musyawarah untuk mufakat;
(4 Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka kepntrsan diambil dengan suara terbanyak;
(5) Untuk setiap rapat dibuat rigalah rapat.
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BAB XII
UNIT — UNIT

Pasal 51

Untuk melaksanakan Operasional, pada Perusahaan Daerah dibentuk unit sebagai berikut :
{l) Administrasi kevangan dan umom;
(@) Pemasaran dan pengembangan telmik

- Pasal 52
(1) Setiap unit sebagaimana dimaksnd dalam pasal 51 lipimpin oleh manager yang diangkat dan

diberhentikan oleh Direksi;

) Peng;ngkatan dan pemberhentian manager dilaku;an setelah mendapat persetujuan Badan

Pengawas.

Pasal 53 |

Manager administrasi kenangan dan umom mempunyai tu:as membanta Direktar nntukc

(1) Menynsun rencana egiatan bidang administrasi keangan dan amum sesuai demgan petunjuk
dan pedoman yang berlaku; |

(2) Menyiapkan bahan penynsunan rencana kerja dan amggaran Perusahaan Daerah berdasarkan
kebijakan umum yang telah ditetapkan Bupati dan ketentuan peraturam perundarg-undangan
yang berlakm; '

{3) Menyiapkan baban pereucanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan, pembelanjaan
flan kekayaan Perusahaan Daerah sesuai dengan peianjuk dan pedoman yang berlak;

a Menyusan rencama kegiatan dibidang kerrmahtanggaam, kesekvetariatan, kebutuhan
peralatén kaatof, keatsipan, tatalaksana cpera ional Perusabaan Daerah sesmai bidangmya
dan yencana kegiatan lain yang terkait;

b. Melaksanakan perawatan fasilitas infrastritur dan perawatan lingkmngan kawasan
industri; _

c. Menyusun rencana kegiatan dibidang administ :asi kepegawaian;

d. Melaksanakan kegiatan pembukuan semua tansaksi dan menynsun laporan keuangan
secara berkala sesnai dengan prinsip dan stanlar aknntasi yang berlakw;

e. Melaksanakan pemelibaraan peralatan kagtor, jednng dan lingkangannya;
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£ Menyiapkan bahan pembinaan karier dan pe.ingkatan kesejahteraan pegawai/karyawan
sesuai dezgan petunjuk dap pedoman yang be Jakn;

g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;

b. Membimbing dan mengawasi bawahan dalam penyelesaian tugas;

i. Melakukan penilaian prestasi kerja tahunan hiwahan;

j. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-basiliya kepada Direksi;

k Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibesikan oleh Direksi sesnai dengan bidang
tugasnya. ‘

Pasal ¥

Manager pemasaran dan pengembangan teknik mempuny i tngas membanta Direktur dalam hal:

() Menyosun rencana kegiatan bidang pemasaran dan pengembangan teknik sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

(2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja da; anggaran Perusahaan Daerah herdasarkan
kebijakan umam yang telah ditetapkan Bupati dea ketentuan peraturan perandang-mdangan
yang berlaku;

{3) Menyampaikan informasi peluang investasi atan n-elabmkan kegiatan promosi pemasaran asset
Perusahaan Daerah dar mesgadakan komunikasi akif dengan kalangan dunia nsaha;

(4) Melamkan kegiatan pemasaran asset komersial wmtara Jain berupa peuyewaanm bangunan
Sarana Usaha Indnstri Keci (SUTE) dan Eapling In.ostri milik Perusabaan Daerah;

"' (5) Mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pot:nsi Perusahaan Daerah guna pengembangan
Perosabaan Daerah;

(6) Memfasilitasi pihak ketia dengam dinas/instinsi yang berwenang dalam membantn
memperancar proses perizinanm;

{T) Menyusen berita acara perjanjian sewa/kontrak asset komersial Perasahaan Daerah;

(8) Melakwkan koordinasi dengan pihak terkait;

(3) Membimbing dan mengawasi bawahan dalam peny:lesaian tngas;

(10) Melakmkan penilaian prestasi kerja tahanan bawah in;

(11) Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya kepada Direkss;

{12) Melaksanakan tngas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesnai dengan bidang tngasnya

Ly
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Pasal

Eetentaan lebih lanjut fentang tugas, kewenangan d:i kewajiban kepala unit/manager ditetapkan
olek Direksi

]
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BAB XI1:
SRTUAN PENGRAWAS: [ INTEREN

Pasal ')
Satpan pengawasan interen melaksamakan pen:: sasan interen kemamgan dan operasional
perusahaan;
Satnan pengawasan interen sebagaimana dimaks:.: pada ayat (1) dipimpin oleb seorang kepala
yarg bertanggung jawab kepada Direktur/Direkt:: 1tama;
Eepala satuan pengawasan interen diangkat dan - ‘herhentikan oleb direktur setelah mendapat
persetujuan dari Bupati; |
Repala satoan pengawasar intemn harus memiliv pendidikan dan atan keahlian yang cukmp
memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, o- jektif dan berdedikasi tinggi.

Fsal 81

Satuan pengawas intern mempunyai tugas sehagui Jerikut:

a Membantu direktur miama dalam melak:a akan pemeriksaan intern Kemangan dan
operasional Perusahaan Daerah, menilai pu: jendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya
pada Perasahaan Daerah serta memberikan 5. :an-garan perhaikannya;

h. Memberikan keterangan temtang hasil peme iksaan atan hasil pelaksanaan tugas satnan
pengawas intern sebagaimana dimaksnd paric hornf a kepada Direksi

Tugas pengawasan sebagaimana dimakgnd ayat (' meliputi;

a  Membuat analisis dan penilaian dibidang k- aangan, akuntasi, operasional dan kegiatan
lainnya melalni pemeriksaan dan pemantan:y: ;

b Memherikan saran perbaikan dan infoma:si yang obyektif temtang kegiatan yang
direview kepada semna tindakan manajemex;
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¢. Mengidentifikasi segala kemungkinan antu: memperbaiki dan meningkatkan efisiensi
penggunaan sumber daya dan dana serfa mcx igkatkan kegiatan yang ada di Perusahaan
Daerah;

d  Memberikan saran dan pertimbangan temz g langkak-langkah dan atam tindakan —
tindakan yang perln diambil sesuai bidang t 1 snya;

¢. Memberikan pendapat atas kegiatan opera: ial Perusahaan Daerah maupun kebijakan
yang telah dilakukan oleh Direksi; _

f  Melaporkan pelaksanaan tngas dan hagil-basii ya kepada Direksi;

g.  Melaksanakar tugas-tugas lain yang dibc: :an oleh direktor sesuai dengan bidang

tugasnya.
Pasal !

Direksi wajib memperhatiakan dan segera mengambil ! :gkah-langkah yang diperlukan atas segala
gesnatn yang dikemnkakan dalam setiap laporam | |1 pemerlizaan vang dibmat oleh satnam
pengawas interen.

Pasal i

Atas permintaan tertelis Badan Pengawas, Direksi me» orikan keterangan hasil pemeriksaan tugas
satuan pengawasan interen sebagaimana dimaksud dal: - pasal 51 ayat ().

Pasal (&

Dalam pelaksanaan tugasnya, satuan pengawasan inte:7 wajib menjaga kelancaran pelaksaan tugas
satnan organisasi lainnya dalam Pervsahaan Daerah esuai demgan ‘tngas dan targgumg jawab
masing-masing.
BEB Xiv-"
KEPEGAW. AN
Pasal 5.

Direksi mengavgkat dan memberhentikan manager, peg: wai Pernsabaan Daerah setelah mendengar
pertimbangan Badan Pengawas dam meudapat persetij:an Bupati berdasarkan ketentnan-ketertnan
pokok mengenai kepegawaiaan Pernsabaan Daerah.
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Pasal 62

Pengadaan, pemganmgkatan, penempatam, pemberhentian, edudukan, kepangkatam, jabatan, gaji /
upah, kesejehteraan dam pemghargaan kepada pengawa: perusahaan diatur dan ditetapkan sleh
Direksi sesnai Peraturan Daerah.

Pasal 6

Bagi perusabaan tidak berlaku segala ketentnan eselon:;asi jabatan yang berlaku bagi pegawai
negeri.
Pasal 84

() Usulan tarif sewa lahan, namg pemasukan aic penyerahan penggumaan tamah, sewa
gedung/bangunan dan pass masnk diusnlkan oleh Diehsi dan ditetapkan dengan kepmtusan
Bapati;

{2) Penynsunan dan penmetapan struktar tarif tersebui .ada ayat (1} be;pednman pada peratoran
perundang-undangan yang berlaku dan dapat dilak:l wm penyesuaian; |

(3) Bpabila terjadi perubaban-perubahan yamg signifian misalnys perubahan kemponen biaya
pemeliharaan, maka selambat-lambatnya 2 (duz: tahun sekali perlu diadakan peninjaan
kembali penetapan tarf yang berlaku;

{4) Ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut tekmis pelaksamaan tata pelayaman Perusahaan
Daerah (PD} ditetapkan oleh Diveksi atas persetujnar Bupati sesnai dengan ketemtnan peratgran
perundang-undangan yang berlaim.

BAB XV
TAHUN BUKU, LAPORAN REURN ;AN DAN TRHUNAN

Pasal 65
Tahueo bukn Perusahaan Daerah Habupaten Konawe Selatc adalah Takwim;

Pasal 66

Perhitungan tahunan dibat sesnai dengan Standar Akmut; nsi Kenangan yang berlaku,
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Pasal 61

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakh -nya tahun buku, Direksi menyampaikan
laporaz kenangan kepada Bupati melalni Eeto: Badan Pengawas untek mendapatkan
pengesaban yang terdiri dari veraca dan perhitungza laba rugi tahunan setelah di aadit oleh
akuntan publik dan atan badan yang ditanjuk;

Neraca dan perhitungan laba rogi tabunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati
memberikan kebebasan tanggung jawab kepada Direi:i dan badan pengurus;
Selambat-lambatuya 3 (tiga) bulan sebelum berakhi: aya tahun buku Direksi telah mengajukan
rencana kerja dan anggaran Perusabaan Daerah Kzb: paten Konawe Selatan;

Rpabila pada tamggal 31 Desember tahun herjal:n Badanm Pengawas belum mengesahkan
rencana kerja dan anggaran Pernsabaan Daerah [aibupaten Komawe Selatan yang diajukan
dianggap telzh disahkan.

Pasal Gif

Laporan Tahunan di {andatangani oleh semua angy ta Direksi dan Badan Pengawas serta di
sampaikan kepada Bopati nntuk mendapat pengesan: 1,

Dalam hal ada anggota Direksi atan Badan Pengaw: s tidak mepandatangani Laporan Tahmman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams disebutk mn alagannya secara tertulis.

Pasal 69

Pengesahan sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 68 - yat (1) membebaskan Direksi dari tangung
jawab terhadap segala sesnatunya yang termaat dal: m Perhitangan Tahunan;

Dalam hal doknmen perhitungan tahunan yang diajikap dan disahkan tersebut termyata tidak
benar dan atan menyesatkan, maka amggota Direk:i dan Badam Pengawas secara tangqung
renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga y:ag di rngikan;

Anggota Direksi dan Badan Pengawas dibebaskan d: ri tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) apabila terbukti babwa keadaan terse’ ut bekan karena kesalahanaya.
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Pasal 70

(1) Laporan berkala baik laporan triwnlan, laporan scr :ster maupun laporan lainmya tentang
kinerja perusabaarn disampaikan kepada Badan Pengaw: 3
(@) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati.

21-
Pasal 11

Laporan tahunam, perhitungan tahuman, laporan  berkil dan faporam lainnya sebagaimana di
maksnd dalam bagian ini disampaikan dengan bentuk, is: ~an tata caya penyusunan sesuai dengan
ketentnan perataran pernndang-undangan yang berlaku

Pasal 72

(1) Dari laba bersih yang telah sahkan sebagaimana di :\2ksud dalam pasal 68 Peraturan Daerah
ini, setelah terlebih dabuln dikurangi cadangan t wan, ditetapkan 'penggunaanya sebagai
berikut :
2. Kas Daerah e 55%;
b. Pernsahaan Daersh ...  45%;

{2) Ewpat pulnh lima persen (§5%) dari laba bersib sel jaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai
untek :

a Cadangan Umum .....ecememonmross 20%;
b. Jasa Produksi .——een - 12%
¢. Dana pemsinl e - 8%

d. Dana Sosial dan Pendidikan ... 5%

(3) Pengyunaan Cadangan Tujuan sebagaimana tersebr. pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
sesgai dengan peraturan pervedang-redangan yang b :riake;

(4) Cadsngan Umum ditakukan sampai cadangan mencap: i sekurang-kurangnya 2 (dua} kali lipat
dari modal yang di tempatkan;

(5) Bilamana Cadangan Ummnm telah mencapai tnjoanma sebagaimana dimaksnd ayat (4) maka
penggunaanya diatihkan kepada Pemerintah Kabnpaten Konawe Selatan. ‘
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Pasal 73

Pendapatan daerah yang menjadi hak daerah wajib diseto:kan ke kas daerah segera seteleh laporan
takunan di sakkan Bupati sesnai ketentuan sebagaimana d atur dalam peraturan darzh ini.

BAB XV
RERJASAF 4
Pasal 74
{I) PD dapat mengadakan kerja sama demgam pihc< ketiga untok meningkathan Efisiensi,
Prodnktivitas, dan Efektifitas Perusalaan Daerai {PD} dalam upaya melamjutkan serta
mengembangkan nsahz
(2) Pihak ketiga yang berbentuk badan usaha/peror mgan dam akan mengadakan kerjasama
dengan Pernsabaan Daerah (PD) harus memenuhi sy.:at :
& Meniliki status bukum sesnai dengan ketentnan :erundang-undangan yang berlakn di
Indonesia;
b. Memiliki NPWP;
¢. Lambang/swasta asing harns mendapat izin rek mendasi dari pejabat berwenang dan
tonduk terbadap atwran perundang-undangan yiu. ; berlake;
d. Memiliki Bonafiditas dan Eredibilitas;
{3) Kerjasama Perusabaan Daerah dengan pihak ketiga d:pat di lakukan 2 bentuk :
a KHerjasama Pengelolaan (Joint operation);
b. Kerjasama usaba patungan (Joint venture);
{4) Kerja sama dilaknkan dergan tidak mengubah Statns Badan hokum Perusahaan Daerah; |
(5) Bagian laba atas hasil nsaha kerjasama Pernzahaan Daerah dengan pibak ketiga yarg menjadi
bak pervsahaan, dibnkmkan dengan prosip-prisip akuriansi Indonesia;
{6) Pemgawasan umum terhadap pelaksanaan nsaha kejasama Pernsahaan Daerah demgan pihak
ketiga oleh Bupati;
(1) Ketentnar lebih lamjut tentang pelaksamaan kerjasama dilakukan berdasarkan ketentnan
perandang-andangan yang berlakn,
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BAB XVI;
TANGGUNGJAWAB DAN TUN’ UTAN GANTI RUGI

Pasal 1§

{1} Semua Pegawai Peresabaas Daerah, Termasuk Direksi ‘ang dalam kedudukanya tidak dibebani
togas menyimpan uang, surat-surat berbarga dan baramg-barang persediaan Perusahaan
Daerah, yang karena tindakan melawan bukum at: o melalaikan togas dan kewajibannya
kepada mereka baik langsung maupun tidak lapys:ng telah menimbuikan kerngian bagi
Pernsabaan Daerah, kepadanya di wajibkan menganti k:rugian tersebut;

(2) Eetentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepemuhnya terhadap
pegawai Perusahaan Daearah sepanjang tidak di atur ¢ ifam perundang-wndangan tersendiri;

(3 Semva surat bukti dan serat lainnya, sebagaimana sifatnya yang termasuk dalam sistem
etatansahaan dan administrasi Perusabaan Daerah cisimpan pada bagian atau tempat lam
yang ditanjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk semer ara di pindahkan ke Badan Pengawas
apabila di anggap perfu untzk kepentingan svatu peme: iksaan.

BAB XVii
KETENTUAR LB |-LRIN

Pasal 15

Tata cara penjnalan, pemindabtangaman atan pembebajic 1 atas aktiva tetap pernsahaan serta
penerimaan pinjaman jangka menengah atan jangka pamjan. dan pemberian pimjaman dalam bentuk
dan cara apapur serta tidak menagih lagi dan meng)apuskan dari pembukman pintang dan
persediap barang oleh perasabaan ditetapkan sesmai ﬁ{_.ngan ketentnan peraturan perundang-
undangan yang berlaim.
Pasal 11

Pesgadaan barang dam jasa permsahaan yang memgginakan dana langsung dari anggaran
pendapatan dan belanja daersh dilaksavakan sesnai dcagam ketentuan pelaksanaan Rnggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 18

Selain organ perusabaam, pibak lain manapun :ilarang turot mencampuri pengurusan
perusahaan;

Organ Perugahaan sebagaimana dimaksud pada ayat {i) adalah Direksi dan Badan Pemgawas;
Instansi Pemerintah Daerah tidek dibeparkan memb:bani pervsahaan dengam segaja bentuk
pengelsaran;

é’elrausahaan tidak di benarkan membiayai kepetlua: pengeluaran SEPD Kabupaten Eonawe
elatan.

Pasal 79

Direksi hanya dapat mengajukan permohonan k: Pengadilan Negeri agar perusahaan
dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Bupati;

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalzhan atan :lalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan
Dacrah tidak cukup untek menutup kerngian akibai kepailitan tersebut, maka setiap anggota
Direksi secara tanggurng rentang bertanggung jawab . {as kerugian tersebut;

Anggota Direksi yamng dapat membuktikan bahwa iepailitan bukan karema kesalahan atam
kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tangge g rentang atas kerugian tersebat;

Pasal 80

Bnggota Direksi dan semua pegawai pernsahaan yang farema tindakap-tindakan melawan hwkum
menimbalkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengg:nti kerugian tersebut.

Pasal 81

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompoi. pembukuan dan administrasi perusahaan
disimpan ditempat perusahaan ataw tempat lainnya sesuri dengan ketentuan perateran perundang-
undangan yang berlakn;
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Pasal 82

{I) Pembubaran perusahaan dan penunjukan fikuidnya cit tapkan demgan peraturan daerah;
{2) Semna kekayaan perusahaan setelch diadakan likwica i, menjadi milik daerah;
{3) likuidatnr mempertangqunjawabkan likmidasi kepad:  upati;
(4) Bopati memberi pembebasan tanggung jawab terhada; pelaksanaan pekerjaan yang telah
diselesaikan likuidatar.
Pasal 83

Pimpinan Satman organisasi dalam permsabaan bertangus - jawad melakukan pemgawasan melekat
dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

Pasal 84

Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap peng:iclaan kawasan industri yang di laknkan
Pernsahaan Daerah

BAB XIX
EETENTUAN PERE! HAN
Pasal 85

Dengan berlakunya Peraturan Daerah imi maka Perugaiaan Daerah bisa beroperasional sambil
menanggu ditetapkannya peratoran daerah tentang penye:-aan modal Pemerintah Daerah Kabmpaten
Honawe Selatan dalam rangka pendirian Perusahaan 1aerah, sebagaimana dimaksmd pasal 10

Peratoran Daerah ini.
BAB XX
EETENTUAN PEN: TUP
Pasal 36

Dengan memperhatikan ketentnan pasa! 85 peraturan daesab ini, maka pada saat peraturan daerab
tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabnpaten Eonawe Selatan dalam rangka pendirian
Perusahaan Daerah sehagaimana dimaisnd pasal 10 ;eratoran Daerah ini dinndangkan maka
Pernsabaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan mulai berojerasional.
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Pasal 81

Peratoran Daerah ini mulai berlakn pada tanggal dimndangh: n
BEgax setiap orang dapat mengetahuinya, memeritahkan pes gacdangan peraturan daerah ini dengan
penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Konawe elatan

Disahkan di BEudoolo
pada tanqgal 9 Pebruari 2011

Diundangkan di andoolo
Pada tanggal @--2~ 2011

SERRETARIS DRERAH KABUPATEN KONRWE St LATAN
Y/

H. SARDJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWES SELAT AN TAHUN 2011 NOMOR : 2
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